
SALINAN 
PERATURAN  WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAYANAN 

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan 
penyelenggaraan pelayanan Surat Keterangan Ahli 
Waris di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris; 

b. bahwa dalam rangka evaluasi guna peningkatan

pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris kepada
masyarakat, maka Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan
Surat Keterangan Ahli Waris, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16  Tahun  1950 tentang 
Pembentukan  Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun  2009  Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398);  

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5601); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara              
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5357); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 
 
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 199); 

 

 
 



12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Surabaya 
Nomor 3); 

 
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga 
dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 
 

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 

 

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2021 Nomor 94). 

 



 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 50 TAHUN 
2021 TENTANG TATA CARA PELAYANAN SURAT 

KETERANGAN AHLI WARIS. 
 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat 
Keterangan Ahli Waris (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 

2021 Nomor 50) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut.: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka baru 
setelah angka 18, yakni angka 19, angka 20, dan angka 

21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Surabaya. 
 

3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 
 

4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota 
Surabaya. 

 

5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota 
Surabaya. 

 

6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota 
Surabaya. 

 

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota 
Surabaya. 

 

8. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan 
di wilayah Kota Surabaya. 

 

9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW 
adalah lembaga yang dibentuk melalui 

musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah 
kerjanya. 

 
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT 

adalah lembaga yang dibentuk melalui 

musyawarah setempat dalam rangka pelayanan 
pemerintahan dan kemasyarakatan. 

 



11. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya
atau yang dinyatakan meninggal, meninggalkan

ahli waris.

12. Ahli waris adalah orang yang mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan

dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum
untuk menjadi Ahli Waris.

13. Pemohon adalah seluruh atau salah satu dari ahli

waris untuk mengajukan permohonan Surat
Keterangan Ahli Waris.

14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan terkait suatu hubungan pewarisan
yang dia dengar, dia lihat dan/atau dia ketahui
sendiri.

15. Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat
keterangan yang dibuat oleh para Ahli Waris yang
menerangkan hubungan Ahli Waris dengan

Pewaris.

16. Warga Negara Indonesia penduduk asli adalah
Warga Negara Indonesia selain Warga Negara

Indonesia keturunan Tionghoa dan Warga Negara
Indonesia keturunan Timur Asing lainnya

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 111
ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

17. 1 (satu) tingkat adalah berdasarkan hubungan
keturunan antara orang tua dengan anak.

18. Hari adalah hari kerja.

19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

20. Bencana non alam adalah bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 
peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal 
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah 

penyakit. 

21. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antarkelompok atau antarkomunitas
masyarakat, dan teror.



 
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 3 
 

Untuk dapat memperoleh pelayanan Surat Keterangan 

Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pemohon wajib mengajukan surat permohonan kepada 
Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagai 

berikut.: 
 

a. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan 

Pewaris lainnya yang dipersamakan; 
 

b. Akta Kematian Pewaris atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

 

c. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang 
dipersamakan (apabila Pewaris meninggal saat 

terikat dalam perkawinan/pernikahan); 
 

d. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris 

meninggal dunia) atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

 

e. Akta Kelahiran Ahli Waris atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

 
f. KTP Ahli Waris atau dokumen lain yang 

dipersamakan; 

 
g. Kartu Keluarga Ahli Waris atau dokumen lain yang 

dipersamakan; 
 

h. KTP 2 (dua) orang saksi atau dokumen lain yang 

dipersamakan;  
 

i. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui 

oleh Ketua RW; 
 

j. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan 
silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli 
Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 

2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai;  
 

k. surat pernyataan kebenaran semua kelengkapan 

dokumen menjadi tanggung jawab Pemohon; dan 
 

l. dokumen lain (apabila dibutuhkan). 
 

 

 
 



3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru
setelah ayat (2), yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 

(1) Tata cara pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan

Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sebagai berikut :

a. Pemohon menyampaikan permohonan beserta
persyaratan yang diunggah melalui aplikasi
Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana

bagan alur tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini;

b. petugas pada Kelurahan melakukan

pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil
pemeriksaan maka :

1. apabila berkas permohonan tidak lengkap,
petugas pada Kelurahan memberikan

penolakan pada aplikasi Surat Keterangan
Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon
melengkapi berkas;

2. apabila berkas permohonan telah lengkap,
maka petugas pada Kelurahan memberikan

jadwal dan bukti penerimaan.

c. berdasarkan berkas permohonan yang telah

lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b
angka 2, Lurah mengundang Camat, seluruh ahli

waris beserta 2 (dua) orang saksi;

d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi

menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris
dihadapan Lurah;

e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah
ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang

saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d
kemudian ditandatangani oleh Lurah dan
selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk

ditandatangani oleh Camat;

f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di

tandatangani sebagaimana dimaksud pada
huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan

dan Buku Register Kecamatan untuk
selanjutnya diserahkan kepada pemohon;

g. Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan 
masing-masing selama 1 (satu) hari. 



(2) Kelurahan dan/atau Kecamatan
mendokumentasikan proses pelayanan surat

keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Bagi Ahli Waris yang berhalangan hadir, dalam
kondisi bencana alam/bencana non alam/bencana

sosial, tahapan pelaksanaan pelayanan Surat
Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat dilakukan

secara daring/melalui aplikasi komunikasi dengan
menggunakan video.

(4) Bagi Ahli Waris yang berhalangan hadir, dalam
kondisi bencana alam/bencana non alam/bencana

sosial, tahapan pelaksanaan pelayanan Surat
Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat dilakukan
tanpa tatap muka dihadapan Lurah, dengan syarat
dilakukan secara daring/melalui aplikasi komunikasi

dengan menggunakan video yang diikuti oleh Lurah
dan Camat.

(5) Dokumentasi pelaksanaan tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disimpan oleh

Kelurahan dan0 Kecamatan sebagai arsip.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 

(1) Surat Keterangan Ahli Waris dibuat dalam rangkap
2 (dua), masing-masing rangkap tanda tangan asli
dan bermeterai, 1 (satu) disimpan oleh Kelurahan,

1 (satu) lainnya diserahkan kepada Pemohon.

(2) Berkas/dokumen permohonan Surat Keterangan
Ahli Waris asli disimpan oleh Kelurahan dan
Kecamatan menyimpan fotokopinya.

(3) Lurah dapat menerbitkan salinan sesuai asli Surat
Keterangan Ahli Waris, apabila Surat Keterangan

Ahli Waris yang dibawa oleh Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) rusak atau hilang.



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Januari 2022 

WALIKOTA SURABAYA, 

      ttd 

 ERI CAHYADI 
Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 18 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 4 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN  

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 
NIP. 19780307 200501 1 004 


